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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dikemukakan pada Bab I dan 
Bab II penulisan hukum/skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Implementasi asas mutakhir dalam pendaftaran peralihan Hak Milik atas 
tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya 
Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan apa yang ditentukan 
dalam Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. Agar data yang tersedia di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan keadaan yang 
mutakhir, maka dilakukan kegiatan pendaftaran peralihan Hak Milik 
atas tanah karena jual beli yang merupakan kegiatan pemeliharaan data 
pendaftaran tanah berupa pendaftaran perubahan data yuridis. 
Pencatatan perubahan data yuridis tersebut dicatat dalam buku tanah, 
sertipikat, dan daftar lainnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu 
Raya. Selain itu implementasi asas mutakhir juga terlihat pada saat 
PPAT melakukan pemeriksaan terhadap data yang terdapat dalam 
sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kubu Raya sebelum membuat akta yang diperlukan sebagai 
salah satu syarat dalam melakukan pendaftaran peralihan Hak Milik atas 
tanah karena jual beli. Implementasi asas mutakhir dalam pendaftaran 
  
100 
 
peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli juga didukung dengan 
penggunaan aplikasi komputer yang bernama Komputerisasi Kegiatan 
Pertanahan atau yang biasa disebut KKP oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kubu Raya. 
2. Implementasi asas mutakhir dalam pendaftaran peralihan Hak Milik atas 
tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah 
mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kubu Raya dalam memberikan pelayanan pendaftaran 
peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli berpedoman pada 
SPOPP (Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan). Hal ini 
dilakukan agar mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan di bidang 
pertanahan, dan penyimpanan data pertanahan dapat dilaksanakan 
secara tertib, cepat, konsisten dan terjamin keamanannya. Selanjutnya 
dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kubu Raya juga menggunakan aplikasi KKP atau 
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang berperan sebagai tempat 
penyimpanan atau sistem informasi pertanahan yang lengkap yang 
berisi setiap informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak 
yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum 
mengenai bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. 
B. Saran 
  
101 
 
1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar lebih 
meningkatkan lagi pelayanannya sehingga dapat mencapai tujuan 
pendaftaran tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 
2. Untuk Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional agar 
meningkatkan alokasi anggaran pelaksanaan aplikasi Komputerisasi 
Kegiatan Pertanahan atau yang biasa disebut KKP khususnya 
menaikkan jumlah kuota internet agar pelayanan yang diberikan oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dapat lebih maksimal. 
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